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Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 488
K/Ag/2022, yang dilatarbelakangi oleh kompleksitas sengketa waris bertingkat
(munasakhah) yang melibatkan objek harta warisan belum terbagi yang telah
digadaikan. Mahkamah Agung yang menangani kasus ini tidak dapat memberikan
keadilan substantif dan kemanfaatan yang nyata bagi ahli waris dalam putusannya.
Sehingga penulis tertarik untuk meneliti putusan ini. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam
perkara Nomor 488 K/Ag/2022 telah mencapai tujuan hukum, yang meliputi
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian
hukum normatif yang berfokus pada analisis hukum tertulis dari berbagai bahan
pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan (Statute Approach) dengan mengkaji permasalahan gugatan harta waris
dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pendekatan
konseptual (conceptual approach) dengan menganalisisnya menggunakan konsep-
konsep hukum yang relevan sehingga memungkinkan penulis untuk
menyandingkan dan mengevaluasi temuan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung
dalam putusan ini cenderung fokus pada kepastian hukum prosedural dan formalitas
hukum, seperti koreksi terhadap penerapan hukum acara terkait keabsahan kuasa
hukum dan metode penilaian harta waris. Namun hasil analisis menunjukkan bahwa
pertimbangan Mahkamah Agung dinilai kurang menyentuh keadilan substantif dan
kemanfaatan riil bagi para pihak, terutama karena tidak secara tegas menyelesaikan
masalah fundamental terkait status cacat hukum objek tanah warisan yang tergadai.
Kelalaian MA untuk mempertimbangkan potensi batalnya gadai dan tidak
konsistennya penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengakibatkan putusan,
meskipun telah berkekuatan hukum tetap, gagal memberikan solusi komprehensif
dan menyebabkan ahli waris tidak dapat merealisasikan manfaat ekonomi dari
warisan mereka. Ini mengindikasikan bahwa tujuan hukum yang holistik, yang
mencakup keadilan substantif dan kemanfaatan, belum sepenuhnya terwujud.
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